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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1.1.1 Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 

mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo 

Belum terlaksana. Dikarenakan belum ada kepastian hukum yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai Peraturan Daerah 

Kawasan Tanpa Rokok yang sudah berlaku dan semestinya dilaksanakan sesuai 

apa yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan tentang kawasan 

tanpa rokok. selain itu, sampai saat ini banyak yang belum mengetahui adanya 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok, serta pemahaman betapa pentingnya menjaga kesehatan tanpa 

kehadiran dari rokok atau dengan merokok dalam menjalankan aktivitas sehari-

hari. Terutama Sivitas Akademika, yang diantaranya Dosen dan Mahasiswa, serta 

Pegawai Tenaga Kependidikan yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, 

dikarenakan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan 

maupun pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan ketiadaan larangan maupun 

penerapan sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam penegakan yang seharusnya 

di lakukan oleh Lembaga yang diberi tanggung jawab dalam hal pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok, yaitu Universitas Negeri Gorontalo. 
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1.1.2 Kendala yang menghambat Pemerintah Daerah Provinsi  

Gorontalo terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahu 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 

Negeri Gorontalo 

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, mengenai kendala 

SKPD di bidang Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga dan Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang merupakan 

Pimpinan atau penanggung jawab. Yang disimpulkan secara keseluruhan melalui 

3 (tiga) komponen dalam pembangungan hukum, yang diantaranya, materi 

(substansi), kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum.
1
 Yang diuraikan 

di bawah ini : 

a. Segi struktur 

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 

2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo dapat 

dikatakan belum maksimal, 

b. Segi substansi 

Tidak ada kejelasan pada isi muatan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 

Nomor 10 Tahun 2014, yaitu tipe tempat kerja, syarat tempat kerja dan mana yang 

merupakan tempat proses belajar mengajar, sehingga tidak ada kesalahpahaman 

antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dengan Perguruan Tinggi 

Universitas Negeri Gorontalo terkait pelaksnaan Peraturan Daerah mengenai 

Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, Penerapan sanksi terhadap larangan merokok 

                                                           
1
 Fence M. Wantu, Op.cit, hal 1 
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tidak terlihat dan tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Provinsi 

Gorontalo dalam menanggapi hal ini. Sehingga larangan merokok hanya sebagai 

hiasan dinding maupun pintu, yang keberadaannya langkah di Universitas Negeri 

Gorontalo. 

c. Segi culture 

Tanpa adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 

mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo maupun 

larangan merokok di kampus, akan menimbulkan moral yang kurang berkualitas, 

dan dapat menurunkan citra dari Universitas Negeri Gorontalo dalam hal daya 

mutu lingkungan yang tidak sehat dengan adanya kebiasaan dari kelompok 

maupun oknum mahasiswa, dosen serta pegawai yang menjalankan kegiatan 

sehari-hari di kampus tanpa memperdulikan kondisi kesehatan dirinya maupun 

orang lain yang diakibatkan oleh asap rokok. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat 

diberikan saran antara lain : 

1. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih tegas, aktif, dan 

cekatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat-tempat yang sudah ditetapkan 

khususnya dalam hal penertiban larangan merokok di tempat proses 

belajar mengajar di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. 

2. Lebih diperjelas terkait masalah sanksi, penegakan aturan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
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Kawasan Tanpa Rokok melalui sosialisasi secara komperhensif untuk 

dapat meningkatkan peran Civitas Akademika berserta Pegawai tenaga 

kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dalam hal 

pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok. 

3. Dibutuhkan perhatian lebih mendalam bagi Lembaga Perguruan Tinggi 

Universitas Negeri Gorontalo dalam melakukan pembinaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum dalam hal pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di 

wilayahnya sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban pimpinan 

dan/atau penanggung jawab yang memiliki jabatan tertinggi di 

lingkungannya khususnya di Universitas Negeri Gorontalo terkait dengan 

aturan larangan merokok. 
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